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Social education is one of the strategic instruments in efforts to alleviate poverty and
empower vulnerable groups. Unlike formal education, which is administered under the
Ministry of Education, social education in Indonesia is organized by the Ministry of
Social Affairs as part of social welfare and rehabilitation services. This study aims to
analyze the implementation of social education policies of the Ministry of Social Affairs
of the Republic of Indonesia in Sukabumi Regency through a case study of Sekolah
Rakyat Phala Martha. The research employs a descriptive qualitative approach using a
case study method. Data were collected through in-depth interviews, field
observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman data
analysis model. The findings indicate that Sekolah Rakyat Phala Martha represents an
inclusive and rehabilitative implementation of social education policy by integrating
skills training, psychosocial assistance, and character education. The program has been
shown to have a positive impact on improving learners’ independence, self-confidence,
and social participation. Nevertheless, the implementation of the program still faces
challenges related to limited human resources, funding constraints, and community
participation. This study recommends strengthening cross-sector collaboration,
innovating social education curricula, and establishing sustainable monitoring and
evaluation systems to enhance the effectiveness of social education policies at the
regional level.
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Pendidikan sosial merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan. Berbeda dengan pendidikan formal
yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, pendidikan sosial di Indonesia
diselenggarakan oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari layanan rehabilitasi dan
kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten
Sukabumi melalui studi kasus Sekolah Rakyat Phala Martha. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi,
dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat Phala Martha merupakan bentuk implementasi
kebijakan pendidikan sosial yang bersifat inklusif dan rehabilitatif, dengan
mengintegrasikan pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan pendidikan
karakter. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan
kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial peserta didik. Namun demikian,
pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya
manusia, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan kolaborasi lintas sektor, inovasi kurikulum sosial, serta sistem monitoring
dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan sosial
di tingkat daerah.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental
dalam pembangunan manusia dan pengentasan
kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan
nasional, pendidikan tidak hanya dipahami
sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga
sebagai instrumen strategis untuk membentuk
kualitas sumber daya manusia yang berdaya

saing, berkarakter, dan mampu berpartisipasi
aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
politik. Konstitusi Indonesia secara tegas
menempatkan pendidikan sebagai hak dasar
setiap warga negara sebagaimana tercantum
dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut
menegaskan kewajiban negara untuk menjamin
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terselenggaranya pendidikan yang layak dan
merata bagi seluruh warga negara tanpa
diskriminasi. Melalui pendidikan, individu
diharapkan memperoleh pengetahuan, keteram-
pilan, serta nilai-nilai sosial yang menjadi bekal
utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan secara berkelanjutan.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan
bahwa pemenuhan hak pendidikan belum
sepenuhnya dirasakan secara setara oleh seluruh
lapisan masyarakat. Berbagai kelompok rentan
masih menghadapi hambatan struktural dan
kultural dalam mengakses pendidikan formal.
Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak
terlantar, anak dari keluarga bermasalah sosial,
serta individu yang mengalami disfungsi sosial
sering kali berada di luar jangkauan sistem
pendidikan formal. Hambatan tersebut tidak
hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi
juga mencakup Kketerbatasan geografis, stigma
sosial, rendahnya dukungan keluarga, serta
minimnya layanan pendidikan yang responsif
terhadap kebutuhan khusus mereka. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-
cita konstitusional dan realitas implementasi
kebijakan pendidikan di lapangan.

Ketimpangan akses pendidikan tersebut
berimplikasi langsung terhadap munculnya
persoalan struktural yang lebih luas, terutama
dalam bentuk reproduksi kemiskinan dan
keterbelakangan sosial. Individu yang tidak
memperoleh pendidikan memadai cenderung
memiliki keterbatasan keterampilan, akses kerja
yang sempit, serta tingkat pendapatan yang
rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini
menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang
sulit diputus. Pendidikan yang seharusnya
menjadi alat mobilitas sosial justru gagal
berfungsi optimal bagi kelompok rentan. Oleh
karena itu, upaya pemerataan pendidikan tidak
dapat hanya bergantung pada sistem pendidikan
formal semata, melainkan memerlukan pendeka-
tan alternatif yang lebih fleksibel, inklusif, dan
kontekstual.

Dalam  konteks  tersebut, pendidikan
nonformal dan pendidikan sosial hadir sebagai
alternatif strategis untuk menjangkau kelompok
masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem
pendidikan formal. Pendidikan nonformal
memiliki karakteristik yang lebih lentur, adaptif,
dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
Sementara itu, pendidikan sosial secara khusus
dirancang untuk merespons persoalan sosial
yang dialami individu atau kelompok tertentu,
seperti keterlantaran, kemiskinan, disabilitas,
dan disfungsi sosial. Pendidikan sosial tidak

hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran
akademik atau keterampilan teknis, tetapi juga
sebagai instrumen pemberdayaan dan rehabili-
tasi sosial yang berorientasi pada pemulihan
martabat manusia, penguatan kapasitas individu,
serta peningkatan kemandirian sosial dan
ekonomi.

Pendidikan sosial menempatkan peserta didik
sebagai subjek yang memiliki potensi, bukan
sekadar objek bantuan. Melalui pendekatan yang
humanistik dan partisipatif, pendidikan sosial
berupaya membangun kepercayaan  diri,
kesadaran sosial, dan kemampuan adaptasi
individu terhadap lingkungan sosialnya. Dengan
demikian, pendidikan sosial tidak dapat dipisah-
kan dari agenda pembangunan kesejahteraan
sosial yang lebih luas. Pendidikan menjadi bagian
integral dari proses rehabilitasi sosial yang
bertujuan mengembalikan fungsi sosial individu
agar mampu hidup secara layak dan mandiri di
tengah masyarakat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia
memiliki mandat konstitusional dan yuridis
untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial. Undang-undang tersebut menegaskan
bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri. Dalam kerangka
tersebut, pendidikan sosial dipandang sebagai
salah satu instrumen penting untuk mencapai
kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok
rentan yang mengalami hambatan dalam
mengakses layanan dasar, termasuk pendidikan
formal.

Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut,
Kementerian Sosial menyelenggarakan berbagai
program rehabilitasi sosial yang terintegrasi
dengan layanan pendidikan dan pelatihan
keterampilan. Kebijakan ini dipertegas melalui
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.
Peraturan ini menekankan pendekatan holistik,
partisipatif, dan berorientasi pada kemandirian
dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial.
Pendekatan holistik berarti bahwa layanan tidak

hanya berfokus pada satu aspek, tetapi
mencakup dimensi pendidikan, psikososial,
keterampilan kerja, dan penguatan jejaring

sosial. Pendekatan partisipatif menempatkan
penerima manfaat sebagai aktor aktif dalam
proses rehabilitasi, sedangkan orientasi pada
kemandirian menekankan keberlanjutan hasil
program setelah intervensi berakhir.
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Salah satu bentuk implementasi kebijakan
tersebut adalah program Sekolah Rakyat yang
diselenggarakan di berbagai sentra rehabilitasi
sosial Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat
dirancang sebagai model pendidikan sosial
berbasis nonformal yang menyasar kelompok
rentan dan terpinggirkan. Program ini
mengintegrasikan pendidikan dasar, pendidikan
karakter, pelatihan keterampilan, serta
pendampingan psikososial dalam satu kesatuan
layanan. Dengan model tersebut, Sekolah Rakyat
tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas
kognitif peserta didik, tetapi juga membangun
kemandirian, etos kerja, dan kemampuan
beradaptasi dalam kehidupan sosial.

Sekolah Rakyat Phala Martha di Kabupaten
Sukabumi merupakan salah satu contoh konkret
implementasi  kebijakan pendidikan sosial
Kementerian Sosial di tingkat lokal. Sentra Phala
Martha memiliki peran strategis sebagai lembaga
rehabilitasi sosial yang melayani berbagai
kelompok rentan. Kabupaten Sukabumi dipilih
sebagai lokasi penelitian karena memiliki
kompleksitas persoalan sosial yang cukup tinggi,
termasuk tingkat kemiskinan, pengangguran,
serta angka putus sekolah yang relatif signifikan
di beberapa wilayah. Kondisi geografis yang luas
dan heterogen turut memengaruhi akses
masyarakat terhadap layanan pendidikan formal,
sehingga pendidikan sosial menjadi alternatif
penting bagi kelompok yang terpinggirkan.

Dalam praktiknya, Sekolah Rakyat Phala
Martha menyelenggarakan pendidikan dengan
pendekatan kontekstual yang disesuaikan
dengan latar belakang sosial peserta didik.
Kurikulum yang diterapkan tidak sepenuhnya
mengikuti kurikulum formal, melainkan disesuai-
kan dengan kebutuhan dan potensi peserta.
Pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai sosial,
serta pelatihan keterampilan praktis menjadi
bagian penting dari proses pembelajaran. Selain
itu, pendampingan psikososial diberikan untuk
membantu peserta didik mengatasi trauma,
rendahnya kepercayaan diri, dan hambatan
psikologis lainnya yang kerap dialami oleh
kelompok rentan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan
pendidikan sosial di tingkat lokal tidak terlepas
dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber
daya manusia, pendanaan, serta dukungan
masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi
efektivitas program. Selain itu, koordinasi lintas
sektor antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan lembaga masyarakat masih memer-
lukan penguatan agar program pendidikan sosial
dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi
kebijakan pendidikan sosial menjadi penting
untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat, serta merumuskan rekomendasi
perbaikan kebijakan.

Penelitian ini menjadi relevan dan signifikan
dalam  konteks pengembangan kebijakan
pendidikan sosial di Indonesia. Kajian empiris
mengenai implementasi kebijakan pendidikan
sosial Kementerian Sosial di tingkat lokal masih
relatif terbatas, khususnya yang menyoroti
integrasi antara pendidikan, rehabilitasi sosial,
dan pemberdayaan masyarakat. Melalui studi
kasus Sekolah Rakyat Phala Martha di Kabupaten
Sukabumi, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran komprehensif mengenai
bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke
dalam praktik pendidikan sosial di lapangan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk

memahami proses implementasi kebijakan
pendidikan sosial di bawah Kementerian Sosial,
menganalisis model pendidikan sosial dan

rehabilitasi yang diterapkan, serta mengkaji
dampak sosial yang dihasilkan bagi peserta didik
dan lingkungan sekitarnya. Temuan penelitian
diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoretis bagi pengembangan kajian kebijakan
pendidikan sosial, serta kontribusi praktis bagi
perbaikan program pendidikan sosial di masa
mendatang. Dengan demikian, pendidikan sosial
dapat semakin berperan sebagai instrumen
strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan
kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian
ini bertujuan untuk memahami secara mendalam
proses implementasi kebijakan pendidikan
sosial, termasuk dinamika pelaksanaan program,
interaksi antaraktor, serta makna yang dibangun
oleh para pelaksana dan peserta didik dalam
konteks pendidikan sosial. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menggali realitas
sosial secara holistik dan kontekstual, sehingga
kebijakan pendidikan sosial tidak hanya
dipahami sebagai dokumen normatif, tetapi juga
sebagai praktik sosial yang berlangsung dalam
kehidupan sehari-hari.

Metode studi kasus digunakan karena fokus
penelitian diarahkan pada satu unit analisis
tertentu, yaitu Sekolah Rakyat Phala Martha
sebagai bagian dari Sentra Phala Martha
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Studi
kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan
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eksplorasi mendalam terhadap fenomena
kebijakan pendidikan sosial dalam konteks nyata,
dengan mempertimbangkan latar belakang
sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang
melingkupinya. Dengan metode ini, Sekolah
Rakyat Phala Martha diposisikan sebagai kasus
representatif untuk memahami implementasi
kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial
di tingkat daerah.

Lokasi penelitian berada di Sentra Phala
Martha Kementerian Sosial Republik Indonesia
yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi
Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada
beberapa pertimbangan, antara lain keberadaan
Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan
sosial berbasis rehabilitasi, karakteristik peserta
didik yang berasal dari kelompok rentan, serta
kompleksitas permasalahan sosial di wilayah
Kabupaten Sukabumi. Selain itu, Sentra Phala
Martha merupakan salah satu sentra rehabilitasi
sosial yang aktif mengembangkan model
pendidikan sosial terintegrasi, sehingga relevan
untuk dijadikan lokasi penelitian.

Subjek penelitian meliputi berbagai pihak
yang terlibat secara langsung dalam penyeleng-
garaan pendidikan sosial di Sekolah Rakyat Phala
Martha. Subjek tersebut terdiri atas pengelola
program, pendidik atau fasilitator pendidikan
sosial, serta peserta didik Sekolah Rakyat.
Pengelola program dipilih sebagai informan
kunci karena memiliki pemahaman mengenai
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
pendidikan sosial. Pendidik atau fasilitator
dipilih untuk menggali praktik pembelajaran,
pendekatan pedagogis, serta tantangan yang
dihadapi dalam proses pendidikan. Sementara
itu, peserta didik dipilih untuk memahami
pengalaman belajar, perubahan sikap, serta
dampak program terhadap kehidupan mereka.
Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara
purposive dengan mempertimbangkan keterliba-
tan, pengalaman, dan relevansi informan
terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, observasi lapangan, dan
dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan
secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki
panduan pertanyaan yang sistematis, namun
tetap memberikan ruang bagi informan untuk
mengemukakan pandangan dan pengalaman
secara bebas. Wawancara dilakukan kepada
pengelola program, pendidik sosial, dan peserta
didik dengan fokus pada pemahaman mereka
terhadap kebijakan pendidikan sosial, proses
pelaksanaan program, serta dampak yang
dirasakan. Observasi lapangan dilakukan untuk

mengamati secara langsung kegiatan pembela-
jaran, interaksi antara pendidik dan peserta
didik, serta suasana lingkungan pendidikan sosial
di Sentra Phala Martha. Observasi ini membantu
peneliti memperoleh data faktual yang
melengkapi hasil wawancara.

Selain wawancara dan observasi, dokumen-
tasi digunakan sebagai sumber data pendukung.
Dokumentasi meliputi dokumen kebijakan,
laporan kegiatan, kurikulum pendidikan sosial,
modul pembelajaran, serta arsip foto dan catatan
kegiatan yang relevan dengan penelitian.
Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk mem-
perkuat data hasil wawancara dan observasi,
sekaligus memberikan gambaran mengenai
kesesuaian antara kebijakan tertulis dan praktik
implementasi di lapangan. Dengan mengombi-
nasikan berbagai teknik pengumpulan data,
penelitian ini berupaya memperoleh data yang
komprehensif dan mendalam.

Analisis data dilakukan menggunakan model
interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan
Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi
data, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan,
dan penyederhanaan data mentah yang
diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Data yang relevan dengan fokus
penelitian dipertahankan, sementara data yang
tidak berkaitan disisihkan. Tahap ini berlangsung
secara terus-menerus selama proses pengum-
pulan data.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data,
yaitu proses mengorganisasi data ke dalam
bentuk narasi deskriptif, matriks, atau kategori
tematik agar mudah dipahami dan dianalisis.
Penyajian data membantu peneliti melihat pola,
hubungan, dan kecenderungan dalam imple-
mentasi kebijakan pendidikan sosial di Sekolah
Rakyat Phala Martha. Melalui penyajian data
yang sistematis, peneliti dapat melakukan
interpretasi secara lebih terarah dan mendalam.
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi, yaitu proses merumuskan makna
temuan penelitian berdasarkan pola dan hubu-
ngan yang telah diidentifikasi, serta melakukan
pengecekan ulang terhadap data untuk
memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga
melalui penerapan teknik triangulasi dan kriteria
kepercayaan penelitian kualitatif. Triangulasi
dilakukan baik pada sumber maupun teknik
pengumpulan data, yaitu dengan membanding-
kan informasi yang diperoleh dari pengelola
program, pendidik, dan peserta didik, serta
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membandingkan data hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian
ini menerapkan Kkriteria Kredibilitas untuk
memastikan bahwa temuan penelitian mencer-
minkan realitas yang sebenarnya, transferabilitas
untuk memberikan gambaran konteks penelitian
secara rinci agar dapat dipahami dan dibanding-
kan dengan konteks lain, dependabilitas untuk
menjamin konsistensi proses penelitian, serta
konfirmabilitas untuk memastikan bahwa
temuan penelitian didasarkan pada data dan
bukan pada bias peneliti.

Dengan pendekatan metodologis tersebut,
penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan
pemahaman yang komprehensif dan mendalam
mengenai implementasi kebijakan pendidikan
sosial Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat
Phala Martha. Metode penelitian ini dirancang
agar selaras dengan tujuan penelitian, yaitu
menganalisis proses implementasi kebijakan,
model pendidikan sosial yang diterapkan, serta
dampak sosial yang dihasilkan bagi masyarakat
rentan di Kabupaten Sukabumi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah
Rakyat Phala Martha merupakan salah satu unit
pelaksana program pendidikan sosial yang
berada di bawah naungan Kementerian Sosial
Republik Indonesia dan beroperasi di lingkungan
Sentra Phala Martha Kemensos yang berlokasi di
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keberadaan
Sekolah Rakyat ini berangkat dari kebutuhan
untuk memberikan akses pendidikan bagi
kelompok masyarakat yang termarginalkan dan
selama ini sulit dijangkau oleh sistem pendidikan
formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin,
penyandang disabilitas, serta individu dengan
latar belakang sosial yang rentan terhadap
permasalahan kesejahteraan sosial.

Secara historis, Sentra Phala Martha pada
awalnya berfungsi sebagai Balai Rehabilitasi
Sosial yang berfokus pada pemulihan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas. Seiring
dengan dinamika kebijakan sosial nasional dan
perluasan mandat Kementerian Sosial, lembaga
ini kemudian berkembang menjadi Sentra
Rehabilitasi Sosial dengan cakupan layanan yang
lebih luas, termasuk pendidikan sosial dan pem-
berdayaan berbasis masyarakat. Transformasi
kelembagaan ini melahirkan konsep Sekolah
Rakyat Phala Martha sebagai inovasi pendidikan
sosial yang memadukan aspek pendidikan,
pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi sosial
dalam satu sistem pembelajaran yang bersifat
humanis dan inklusif.

Visi Sekolah Rakyat Phala Martha, yaitu
“mewujudkan masyarakat rentan yang berdaya,
mandiri, dan berkepribadian sosial”, tercermin
secara nyata dalam orientasi program yang tidak
hanya menekankan peningkatan pengetahuan
akademik, tetapi juga pembentukan karakter,
kesadaran sosial, dan Kkemampuan hidup
mandiri. Misi program yang mencakup penyele-
nggaraan pendidikan sosial berbasis rehabilitasi
dan pemberdayaan, pengembangan keterampilan
kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal,
peningkatan empati sosial, serta penguatan kerja
sama lintas lembaga menunjukkan bahwa
pendidikan sosial dipahami sebagai proses
transformasi sosial yang komprehensif.

Gambar 1. Diagram Implementasi Kebijakan
Pendidikan Sosial di Sekolah Rakyat Phala
Martha Kabupaten Sukabumi

Implementasi kebijakan pendidikan sosial di
Sekolah Rakyat Phala Martha mencerminkan
pelaksanaan konkret Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Rehabilitasi Sosial. Kebijakan tersebut menekan-
kan pentingnya integrasi antara pendidikan,
keterampilan, dan layanan sosial sebagai satu
kesatuan intervensi. Hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa kegiatan pembelajaran di Sekolah
Rakyat Phala Martha diselenggarakan dalam
bentuk pendidikan nonformal dengan orientasi
pada tiga aspek utama, yaitu pengembangan
keterampilan kerja, pendampingan psikososial,
dan pendidikan karakter.
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Tabel 1. Hasil Penelitian Implementasi %S_llkistl)(slal kdlrlhdan
. 1: . . . . q: ilakukan esehatan
Pendidikan Sosial Berbasis Rehabilitasi di secararutin  mental peserta
Sekolah Rakyat Phala Martha oleh didik
endampin,
Implikasi P nping
Aspek . Temuan . sosial
No . Indikator i Sosial Dan
Implementasi Penelitian g Penanaman
Pendidikan g .
nilai Pancasila
Program » . Terbentuknya
Kebijakan melalui upacara .
Sekolah Rakyat . s sikap
memberikan 1. Nilai dan bendera, . )
Phala Martha L - Pendidikan L. L nasionalisme,
. legitimasi 9 aktivitas ~ kepemimpinan o
. dilaksanakan . Karakter ; . kedisiplinan,
Regulasi yang hukum bagi pembinaan sosial, dan .
L berdasarkan 1 . dan empati
" menjadi pendidikan kegiatan .
1 Dasar Kebijakan Permensos No. ; . sosial
acuan sosial sebagai kemasyarakata
5 Tahun 2025 - ;
program tentan bagian dari n
Penvelen garaa layanan Peserta didik
yelenggara kesejahteraan . aktif mengikuti Meningkatkan
n Rehabilitasi . . Keterlibatan . JE
- sosial Partisipasi pelatihan, rasa memiliki
Sosial 10 dalam . ; R
Peserta kegiatan sosial, dan motivasi
Sekolah Rakyat . program . ;
; Integrasi dan pembinaan belajar
berada di 2
pendidikan karakter
bawah Sentra -
dan Kerja sama
Phala Martha P
rehabilitasi antara
Struktur dan Kemensos yang
. . memperkuat Kemensos,
2 Kelembagaan fungsi berfungsi . . Memperkuat
. pendekatan . Dinas Sosial,
lembaga sebagai pusat - . Keterlibatan . pendekatan
ie e holistik Kolaborasi pemerintah .
rehabilitasi 11 . pemangku community-
. terhadap Lintas Sektor X daerah,
sosial dan kepentingan based
1 kelompok masyarakat, .
pendidikan education
nonformal rentan dan
Pusdiklatbangp
Program
. . rof Kesos
dilaksanakan di
Program Masyarakat .
Kabupaten : . Meningkatkan
. menjawab terlibat dalam .
Sukabumi yang Peran - keberlanjutan
. G kebutuhan Dukungan . pelatihan,
. Wilayah memiliki 12 lingkungan program dan
3 Lokasi Program . lokal dan Masyarakat . magang, dan .
pelaksanaan tingkat . sekitar . penerimaan
Lo konteks sosial penyediaan .
kemiskinan dan e sosial
aneka putus masyarakat fasilitas
gxap ; setempat Terjadi Pendidikan
sekolah relatif . -
tinggi peningkatan sosial
58 Perubahan keterampilan, berkontribusi
Sasaran utama -
13 Dampak Individu pada peserta kepercayaan pada
adalah anak b .
- didik diri, dan penguatan
putus sekolah, Pendidikan L. .
. 1. kemandirian ekonomi
keluarga sosial menjadi ) ;
miskin instrumen ekonomi mikro
- Karakteristik § Peserta didik
4 Sasaran Program s penyandang pemerataan . s
peserta didik ;" 7. menunjukkan Terjadi
disabilitas, dan akses Perubahan . .
A g Dampak : peningkatan pemulihan
individu pendidikan 14 . . sikap dan A
. . Psikososial . motivasi hidup martabat dan
dengan inklusif perilaku R ‘ .
dan partisipasi integrasi sosial
kerentanan .
sosial sosial
Pendidikan Sekol.ah .Rakyat
. . menjadi pusat Memperkuat
diselenggaraka Model ini Pengaruh . : o
. . kegiatan sosial solidaritas dan
Jenis dan n dalam bentuk fleksibel dan 15 Dampak Sosial  terhadap d bud ¢
Bentuk . pendidikan adaptif masyarakat an udaya gotong
5 . sistem pemberdayaan royong
Pendidikan . nonformal terhadap
pendidikan . - masyarakat
berbasis kondisi
rehabilitasi dan peserta didik Ket;,?itasa,n] Diperlukan
pemberdayaan Ketersediaan Pendleri asr(I)SIa peningkatan
Pembelajaran 16 Tantangan SDM tenaga gan kapasitas dan
- 2 kompetensi
berbasis . pendidik . rekrutmen
raktik Meningkatkan pedagogis dan SDM
(exp eriential efektivitas rehabilitatif
Model Pendekatan learlilin ) dan pembelajaran Perlu
Pembelajaran pembelajaran kontekgstual dan kesiapan Pendanaan diversifikasi
sesuai kerja peserta 17 Tantangan Ketersediaan program masih sumber
kebutuhan didik Pendanaan anggaran terbatas dan pendanaan
lokal fluktuatif dan dukungan
Pelatihan lintas sektor
menjahit, tata Peserta didik Sebagian Diperlukan
. memperoleh masyar‘akat X )
; boga, pertanian : . edukasi sosial
Pengembangan Jenis urban, servis keterampilan h masih
g .g keterampilan )y produktif 18 Tantanga.n Pemahaman memandang ten.tang
Keterampilan . peralatan . Persepsi masyarakat . pentingnya
kerja untuk bekerja pendidikan .5
rumah tangga, pendidikan
- atau nonformal .
dandesain o ha K bernilai  2lternatif
sederhana _ : urang bernilai
Pendampingan Layanan Konseling Pemulihan 19 Momto;mg.dan Sistem Mor;ltotlrtl)gldan Perlu
Psikososial konseling sosial dan kepercayaan Evaluasi pengawasan evaluasi belum penguatan
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program sepenuhnya evaluasi
berbasis berkelanjutan
dampak sosial
Penguatan
. i . Program
Arah SInergl, Inovasl berpotensi
Rekomendasi . kurikulum, dan . o
kebijakan ke . direplikasi
Pengembangan evaluasi
depan . secara
berbasis :
nasional
dampak

Pada aspek pengembangan keterampilan
kerja, Sekolah Rakyat Phala Martha menyeleng-
garakan berbagai pelatihan yang disesuaikan
dengan potensi dan kebutuhan lokal, seperti
menjahit, tata boga, pertanian urban, servis
peralatan rumah tangga, serta keterampilan
desain sederhana. Pelatihan ini dirancang agar
peserta didik memiliki kompetensi praktis yang
dapat langsung dimanfaatkan untuk bekerja atau
berwirausaha setelah menyelesaikan program.
Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan
pembelajaran berbasis praktik memberikan

pengalaman belajar yang bermakna dan
meningkatkan kesiapan kerja peserta didik.
Aspek kedua yang menjadi ciri Kkhas

pendidikan sosial di Phala Martha adalah layanan
konseling sosial dan psikososial. Pendampingan
ini diberikan secara rutin untuk membantu
peserta didik mengatasi hambatan mental dan
emosional yang berasal dari pengalaman hidup
yang sulit, seperti kemiskinan, kekerasan, pene-
lantaran, maupun diskriminasi sosial. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa konseling
psikososial berperan penting dalam memulihkan
rasa percaya diri, membangun motivasi belajar,
serta menumbuhkan kembali harapan hidup
peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan
tidak hanya dipahami sebagai proses akademik,
tetapi juga sebagai proses pemulihan martabat
manusia.

Aspek ketiga adalah pendidikan karakter dan
penguatan kesadaran sosial. Pendidikan karakter
di Sekolah Rakyat Phala Martha diterapkan
melalui pembinaan nilai-nilai Pancasila, kegiatan
upacara bendera, pelatihan kepemimpinan sosial,
serta keterlibatan peserta didik dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan. Kegiatan upacara
bendera, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai
rutinitas seremonial, tetapi dimaknai sebagai
sarana pembinaan kedisiplinan, tanggung jawab,
dan nasionalisme. Melalui kegiatan ini, peserta
didik dilatth untuk memahami identitas
kebangsaan dan peran sosialnya sebagai bagian
dari masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan sosial di Sekolah
Rakyat Phala Martha tidak dilakukan secara
terpisah dari lingkungan sosialnya, melainkan
melalui kolaborasi lintas sektor. Hasil penelitian
menunjukkan adanya Kkerja sama antara

Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan
masyarakat lokal. Dinas Sosial Kabupaten
Sukabumi berperan dalam koordinasi program
dan dukungan administratif, sementara
masyarakat terlibat dalam kegiatan pelatihan,
magang, serta penyediaan dukungan fasilitas.
Selain itu, lembaga ini juga bekerja sama dengan
Pusdiklatbangprof Kesos dalam pengembangan
kurikulum dan peningkatan kapasitas tenaga
pendidik sosial. Kolaborasi ini memperkuat
pendekatan community-based education yang
menjadi karakter utama pendidikan sosial di
Phala Martha.

Dari sisi efektivitas program, hasil penelitian
menunjukkan bahwa pendidikan sosial yang
dijalankan oleh Sekolah Rakyat Phala Martha
memberikan dampak positif secara individu
maupun sosial. Peserta didik mengalami pening-
katan kapasitas keterampilan, kepercayaan diri,
dan kemandirian ekonomi. Beberapa lulusan
program pelatihan keterampilan dilaporkan
mampu membuka usaha mandiri seperti
konveksi rumahan, bengkel kecil, dan usaha
kuliner sederhana yang turut meningkatkan
pendapatan keluarga. Temuan ini menunjukkan
bahwa pendidikan sosial berkontribusi langsung
terhadap penguatan ekonomi mikro masyarakat
rentan.

Dampak psikososial juga terlihat signifikan.
Peserta didik yang sebelumnya mengalami rasa
rendah diri dan keterasingan sosial menun-
jukkan perubahan sikap yang positif, seperti
meningkatnya partisipasi dalam kegiatan sosial
dan munculnya aspirasi untuk berkontribusi
sebagai pendamping sosial bagi kelompok lain.
Secara sosial, keberadaan Sekolah Rakyat Phala
Martha berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial
yang memperkuat solidaritas masyarakat.
Melalui kegiatan bakti lingkungan, pelatihan
kewirausahaan, dan pendampingan masyarakat,
lembaga ini berkontribusi dalam menumbuhkan
budaya gotong royong dan kepedulian sosial di
lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, penelitian ini juga
menemukan sejumlah tantangan dalam imple-
mentasi program. Keterbatasan sumber daya
manusia menjadi kendala utama, terutama
kurangnya tenaga pendidik sosial yang memiliki
kompetensi pedagogis sekaligus pemahaman
rehabilitatif. Selain itu, keterbatasan pendanaan
operasional memengaruhi ketersediaan fasilitas
pembelajaran dan alat praktik. Tantangan
lainnya adalah masih terbatasnya pemahaman
sebagian masyarakat  terhadap konsep
pendidikan sosial, yang sering kali dipersepsikan

http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id

1686



JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854)
Volume 9, Nomor 2, Februari 2026 (1680-1689)

sebagai pendidikan nonformal yang kurang
bernilai dibandingkan pendidikan formal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini
merekomendasikan penguatan sinergi lintas
lembaga antara Kementerian Sosial, kementerian
terkait, dan pemerintah daerah  untuk
meningkatkan keberlanjutan program. Inovasi
kurikulum sosial yang adaptif terhadap
perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif
juga perlu dikembangkan. Selain itu, monitoring
dan evaluasi berkelanjutan yang berfokus pada
dampak sosial menjadi penting untuk memasti-
kan bahwa pendidikan sosial benar-benar
berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan dan
pengentasan kemiskinan. Dengan penguatan
tersebut, Sekolah Rakyat Phala Martha ber-
potensi menjadi model pendidikan rehabilitatif
nasional yang dapat direplikasi di berbagai
daerah di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa
kebijakan pendidikan sosial Kementerian
Sosial Republik Indonesia yang diimplemen-
tasikan melalui Sekolah Rakyat Phala Martha
di Kabupaten Sukabumi memiliki peran
strategis dalam upaya pemberdayaan dan
rehabilitasi sosial masyarakat rentan. Sekolah
Rakyat Phala Martha hadir sebagai bentuk
nyata intervensi kebijakan publik yang
dirancang untuk menjangkau kelompok
masyarakat yang selama ini berada di luar
jangkauan sistem pendidikan formal, seperti
anak putus sekolah, keluarga miskin,
penyandang disabilitas, dan individu dengan
hambatan sosial lainnya. Melalui pendekatan
pendidikan nonformal berbasis rehabilitasi
sosial, program ini mampu menjawab kebutu-
han pendidikan yang bersifat kontekstual,
humanis, dan berorientasi pada pemulihan
fungsi sosial peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
model pendidikan sosial yang diterapkan di
Sekolah Rakyat Phala Martha bersifat inklusif
dan partisipatif, dengan mengintegrasikan
pendidikan keterampilan kerja, pendampi-
ngan psikososial, serta pembinaan karakter
dan kesadaran sosial. Integrasi ketiga aspek
tersebut menjadi kekuatan utama program,
karena pendidikan tidak hanya dipahami
sebagai proses peningkatan kemampuan
kognitif, tetapi juga sebagai sarana pem-
bentukan kepribadian, penguatan nilai sosial,
dan peningkatan kemandirian hidup. Peserta
didik tidak diposisikan sebagai objek bantuan,

melainkan sebagai subjek pembelajaran yang
memiliki potensi untuk berkembang dan
berkontribusi dalam kehidupan sosial.

Dari sisi dampak, program pendidikan
sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha terbukti
mampu meningkatkan kepercayaan diri dan
kapasitas peserta didik, baik dalam aspek
ekonomi maupun sosial. Pelatihan
keterampilan kerja memberikan bekal praktis
yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau
berwirausaha, sehingga berkontribusi pada
peningkatan pendapatan dan kemandirian
ekonomi keluarga. Sementara itu,
pendampingan psikososial dan pendidikan
karakter berperan penting dalam memulihkan
rasa harga diri, membangun motivasi hidup,
serta menumbuhkan kesadaran sosial dan
empati terhadap lingkungan sekitar. Dampak
sosial  program  juga  terlihat  dari
meningkatnya partisipasi peserta didik dalam
kegiatan kemasyarakatan dan menguatnya
solidaritas sosial di lingkungan sekitar Sentra
Phala Martha.

Meskipun demikian, penelitian ini juga
mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam
implementasi kebijakan pendidikan sosial.
Keterbatasan = sumber daya  manusia,
khususnya tenaga pendidik sosial yang
memiliki  kompetensi = pedagogis  dan
rehabilitatif secara bersamaan, menjadi
kendala utama dalam pelaksanaan program.
Selain itu, keterbatasan pendanaan
operasional berdampak pada penyediaan
fasilitas pembelajaran dan sarana pendukung
kegiatan keterampilan. Tantangan lainnya
adalah masih adanya persepsi sebagian
masyarakat yang memandang pendidikan
sosial sebagai pendidikan nonformal yang
kurang bernilai dibandingkan pendidikan
formal, sehingga memerlukan upaya edukasi
dan sosialisasi yang lebih intensif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian
ini menegaskan bahwa penguatan kolaborasi
lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan dan
efektivitas kebijakan pendidikan sosial.
Sinergi antara Kementerian Sosial,
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan
masyarakat perlu terus dikembangkan agar
program pendidikan sosial dapat berjalan
secara terintegrasi dan adaptif terhadap
kebutuhan lokal. Selain itu, diperlukan inovasi
kurikulum sosial yang fleksibel dan relevan
dengan perkembangan dunia kerja dan
ekonomi kreatif, sehingga lulusan Sekolah
Rakyat memiliki keterampilan yang diakui
dan berdaya saing.
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Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat Phala
Martha memiliki potensi besar untuk
dikembangkan sebagai model pendidikan
rehabilitatif nasional yang dapat direplikasi di
berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan
dukungan  kebijakan  yang  konsisten,
pendanaan yang memadai, serta sistem
monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan,
pendidikan sosial dapat menjadi instrumen
strategis dalam pengentasan kemiskinan dan
pembangunan kesejahteraan sosial yang
berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan
kebijakan pendidikan sosial di Indonesia serta
menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya
yang mengkaji pendidikan sebagai bagian
integral dari rehabilitasi dan pemberdayaan
masyarakat rentan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih
sangat terbatas dan membutuhkan banyak
masukan, saran untuk penulis selanjutnya
adalah mengkaji lebih dalam dan secara
komprehensif tentang Analisis Kebijakan
Pendidikan Sosial Kementerian Sosial di
Kabupaten Sukabumi Studi Kasus Sekolah
Rakyat Phala Martha.
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